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QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 11 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN. RAYA

TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten
Nagan Raya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK
Nagan Raya Tahun Anggaran 2014, Sesuai dengan keputusan gubernur
uceh Nomor 903-70 . Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang
Caluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 tentang
APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati
Nagan Raya Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun

Anggaran 2014;

bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
agar Qanun tentang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana dimaksud pada huruf a
-an huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014;

undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1985 Nomor 68, Tambahan
tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); '

tyndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Negara
47, Tambahan
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ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendah
5, Tambahan

{Lemba'ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelot el
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubh.k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

m perencanaan
esia Tahun 2004
donesia Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indon
Nomior 104, Tambahan Lembaran Negara Republik I
4421);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomar 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerirtah' Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Uarlang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik :ndonesia Nomor 4633); .

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-Undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

" Nomor £2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ‘

peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Ta baeFah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); , Tambahan

peratusan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotiolg):wz:rin;::wg L:'<Edlldm<an
Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir den akilan Rakyat
pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perbahagan Pferaturan
peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan Ketiga atas
protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan P ng I_(edudukan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29rwak|1an Rakyat
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47?2; Nomor 47,
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E:La;:r:n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Tahungzgosadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4502f\llomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 74 T)’ SEbaSalrnana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nom ahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

or 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintahl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Paraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

© 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1614);

peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan pertanggungjawaban  Kepala- Daerah kepada Dewan
perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
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Jas:?eran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /

Perat merintah, sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
uran Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah ;

z:rat“’a“ Menterl Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
andarisasl Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhic dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang .bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentan Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah 9Berita Negara Republik indonesia tahun
2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ‘53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tak.un 2011 Nomor 694); ’

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2C14

Qanun Kubupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Menetapkan QANUN KAS

dan
BUPATI NAGAN RAYA
MEMUTUSKAN :

UPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PELANJA KABUPATEN (APBK) NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupat

1. Pendapatan Daerah
2. belanja Daerah

3. Pemblayaan Daerah:

a. Penerimaan
b.. Pengeluaran

Sisa lebih Pembiaya

Pasal 1

en Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Rp. 896.344.195.698,-
Rp.931.077.983.938,- (-)
Surplus/(Defisit) (Rp. 34.733.788.240,-)

Rp. 36.733.788.240,-'
Rp. 2.000.000.000,: ()
pembiayaan Netto Rp. 34.733.788.240,- (-)

an Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 0.)
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, er Pasal 2
i Pendapatan Daerah s
i ebagaimana di o
: g.lf'Pendapatan Asli Daerah maksud dalam Pasal 1 terdiri dari: .
e S
it -lain enda a . . . . "~
E, Patan Daerah yang Sah Rp. 220.355.718.204,-

py\) § Pendapatan asli daerah seba

%ot Pajak Daerah gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

i ,f b. Hasll Retribusi Daerah ' ;z 1321522832388’

‘{‘c" I;asll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.  1.700.000.000,-
4,U d.i Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah Rp.  4.000.000.000;-
,, e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.  23.592.211.875,-

&}

(-3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- 2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak Rp.  53.812.687.919,-
b. Dana Alokasi Unium Rp. 500.941.291.000,-
¢. Dana Alokasi Khusus Rp.  74.559.290.000,-

e {4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
Jenis pendapatan: :

3. Pendapatan Hibah Rp. 0-
h. Dana Darurat Rp. ' 0,-
C. Dana Bagl Hasll Pajak Darl Provinsi dan Pemerintahan Dderah Lainnya Rp. 15.036.349.708,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 59.485.772.000,-
e, Bantuan Keuangan dari Provinsl atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 145.833.596.496,-
f. Pendapatan Lain-lain Daerah Rp. 0,-
g. Bantuan Dana Kontigensi Rp. 0,

Pasal 3

(1) Belanla Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 390.292.649.435,-
b. Belanja langsung Rp. 540.785.334.443,-

(2) Belanja Tidak Langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
Rp. 368.830.883.360,-

- a. Belanja Pegawai
i b. Belanja Bunga Rp. 0,-
3 ¢. Belanja Subsidi Rp. 0
B d. Belanja Hibah Rp. 10.781.500.000,-
M e. Belanja Bantuan Sosial . Rp.  2.000.000.000,-
B f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Rp. 0.
b Kota dan Pemerintahan Des2 o
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Rp. 7.1_50.266.135,-
i Kabupaten/Kota dan Jemerintahan

h. Belanja Tidak Terduga Rp.. 1.530.000.000,-

“..

A

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp. 69.744.157.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 152.874.138.470,-
gelanja Modal Rp. 318.167.038.973,-

-
=

—_—

c.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan Daerah Rp. 36.733.788.240,-
b. Pengeluaran pembiayaan Rp.  2.000.0C0.000,-
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 Pengrimaan pemb;
Ak ayaa -
" pemblayaan : Yaan sebagaimana dimaksyg pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a, Sisalebiy Perhltdngan An

iy :encalran e Cazgaarr\a;a'r;hum\nggaranSebelumnya (SILPA) Rp.36.733.788.240,-
C. Hasil Penjualan keka iy 0.
yaan Daerah yang D )

.d. Penerimaan Pinjaman Daerah Yorg Dlplsshkan ;p. gl

e.’ Penerimaan Kerabalj Pemberian Pinjaman Rp. 0"

f. Penerimaan Piutang Daerah Rz' 0

Pengeluaran Pembia
nemblayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Yaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Rp. OJ'
L. Pen : :
Yertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.000.000.000,-
C. Pembayaran Pokok Utang Rp 0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp' o'-
Pasal 5
by Uvalan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri
&, dari
Lampiran | Ringkasan APBK;
Lampiran |l Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1l Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daetah untuk keselarasan dan keterpaduan  urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara; :

lampiran VI  Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;

.ampiran VIl Daftar Piutang Daerah; .

Lamplran VIl Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daera_h;

Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraar, Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

Lamipirun Xl Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun ' Anggaran sebelumnya vyang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini:

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah.

12. Lampiran Xl
13. lampiran Xl

Pasal 6

ya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

: n Ra
Supat’ Naga al pelaksanaan APBK;

Kubupaten sebagai lar-dasan vperasion
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Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ul

Ditetapkan di | - Suka Makmue,
pada tanggal 130 Desemher 2013 M

4 BUPATI NAGAN RAYA,

m

H

Diundangkan di : Suka Makmue,
paca tanggal : 31 Desember 2013 M
27 Safar 1435 H

SEKRETARIS ERAWTEN NAGAN RAYA,;i

WX

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN DAERAH KABUFATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR: 11
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